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ABSTRAK

Ketika Fatwa MUI No: 7/Munas/VII/MUI/11/2005 tentang pluralisme,
liberalisme dan sekulerisme agama diekspos, diskursus ketiga-tiganya bukannya
surut. Akan tetapi malah semakin menunjukkan peningkatannya. Diskursus ini
ditandai dengan berbagai argumen dari pemikir-pemikir muslim liberal-progresif-
neomodernis. Baik dari kalangan ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah
maupun ormas-ormas dan pemikir lainnya. Mulai dari tesis, disertasi, maupun
tulisan-tulisan yang berupa buku best seller. Bahkan sampai tulisan-tulisan lepas
lainnya yang tidak menunjukkan kesurutan. Karena memang sebelum Indonesia
ada, pluralisme telah ada.

Bagi sebagian pemikir legal-eksklusif, pluralisme agama merupakan
budaya dari luar Islam yang harus ditolak karena dianggap mencampuradukkan
agama, menyamakan semua agama sama. Sedangkan bagi sebagian pemikir
substantif-inklusif, yaitu mendasarkan pada teks legal formal dan nilai-nilai
universalitas Islam dengan menafsirkan pesan-pesan Al-Qur’an sebagai rujukan
utama, maka kelompok ini menganggap pluralisme agama merupakan sebuah
keniscayaan sejarah kehidupan umat manusia sejak dari nabi Adam as sampai
kelak.

Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian
kepustakaan (library research) dengan sifat deskriptik analitik dan komparatif
diserati dengan wawancara . Kajian yang digunakan adalah kajian pendekatan
sosio-historis yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dari aspek pemikiran
tokoh Abdurrahman Wahid yang mewakili kalangan tradisionalis (NU) dan
Ahmad Syafii Maarif yang mewakili kalangan modernis (Muhammadiyah).Toh,
akhirnya keduanya termasuk pemikir liberal-progresif-neo-modernis.

Dari kajian ini didapatkan hipotesis positif bahwa Abdurrahman Wahid
dan Ahmad Syafii Maarif merupakan pejuang kemanusiaan di Indonesia.
Keduanya tidak jumud, kolot dan fanatik terhadap pandangan Islam yang sempit.
Bahkan jika ditilik lebih dalam, keduanya telah melakukan ijtihad kemanusiaan
dengan mendasarkan diri pada pemahaman Islam universal yang rahmatan lil
‘alamin. Setelah itu, keduanya melakukan “objektivikasi ilmu” dengan
mendasarkan pluralisme agama sebagai “obyek” dalam konteks Keindonesiaan
dan Pancasila sebagai “substansi” pemahamannya. Bukan hanya Islam saja.
Walaupun ketika keduanya memahami universalitas Islam yang rahmatan lil
‘alamin tersebut, keduanya sudah mendapatkan argumen yang sangat kokoh
menurut Al-Qur’an.

Latar belakang pergulatan keduanya memang berbeda. Abdurrahman
Wahid sejak mudanya telah terbiasa dalam didikan yang beraneka ragam.
Sehingga sejak mudanya ia memang telah menjadi pemikir bebas dalam koridor
“tradisonalisme NU”. Sedangkan Ahmad Syafii Maarif berawal dari pejuang
“formalisasi Islam” demi negara Islam berubah haluan menjadi “pejuang
kemanusiaan” yang tidak hanya memperjuangkan Islam saja tetapi juga
memperjuangkan Islam, bangsa dan negara NKRI demi demokratisasi.

Keyworld: Pluralisme Agama, Demokratisasi, Universalitas Islam, dan Pancasila
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
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& Sa’ s es (dengan titik di atas)
d Jim j je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ kh ka dan ha
d Dal d de
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
J zai z zet
o sin S es
A syin sy es dan ye
ol sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
& za’ z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ¢ koma terbalik di atas
¢ gain g ge
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¢ ya’
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

dadatia ditulis Muta‘addidah
s ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
s ditulis Hikmah
de ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

ARPM PN

ditulis

Karamah al-auliya’
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

ohdll 38 ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

ditulis a
. fathah
Ja2 ditulis fa’ala
ditulis i
. kasrah .
>S4 ditulis zukira
' ditulis u
. dammah .
R ditulis yazhabu
E. Vokal panjang
fathah + alif ditulis a
|| A ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
2 (o ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis 1
4 pa =S ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis u
Ay f ditulis furud
F. Vokal rangkap
1 fathah + ya’ mati ditulis ai
psin ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
Jst ditulis qaul
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. Vokal pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan

apostrof
aifi ditulis A’antum
s ditulis U‘iddat
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. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

Ol =l
sl
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ditulis
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

sl andd
ad)

ditulis
ditulis

As-Sama’
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MOTTO

“PERBEDAAN merupakan sesuatu yang diakui Lslan.
Sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan
keterpisahan. Sampai sekarang, saya tidak bisa membedakan
antara Muslinm dan non-Muslim. Oke, keimanan mereka
salah menurut pandangan kita. Akan tetapi mereka tetap
manusia_yang harus kita perlakukan sama’

[Abdurrahman Wahid]

"SAYA INGIN MENJADI GURU. SAYA TIDAK MAU
ORANG NGOMONG SESUATU TANPA MENGERTI
DUDUK PERKARANYA, ADA ORANG YANG ANTI
KOMUNISME TANPA MENGERTI KOMUNISME ITU
APA, ADA YANG ANTI NEO-LIBERALISME TANPA
TAHU LIBERALISME ITU APA. KITA MELARANGNYA
ITU KAN... KARENA DANGKALNYA PEMAHAMAN
KITA AKAN ISLAM YANG UNIVERSAL, ISLAM YANG
RAHMATAN LIL'ALAMIN...?"

[Abdurrahman Wahid]

“Sebuah ISLAM yang tidak mampu memberikan
solusi terhadap masalah-masalah manusia, bukanlah
[slam yang sebenarnya”

| ahmad syatii maarif]
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana negara-negara lain di dunia, negara kita Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) adalah negara demokrasi. Secara harfiah, demokrasi
berarti pemerintahan rakyat (as-siyasah lil ummah).* Akan tetapi dalam kehidupan
sehari-hari masih sering kita temui perilaku yang tidak demokratis, misalnya
berupa tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai perbedaan dan
kemajemukan etnis, budaya dan agama serta kepercayaan-keyakinan umat yang
satu dengan yang lain. Sikap dan perilaku tidak demokratis tersebut tidak hanya
dilakukan oleh sebagian pejabat atau pemerintah saja, tetapi bahkan oleh sebagian
ormas Islam yang mengklaim dirinya sebagai penganut Islam yang rahmatan lil
‘alamin.
20 salosa i) Jed a5 al) oSl Lail ) (o s Lai) 0B Cppallall dan 5 ) i Lag
Akan tetapi terkadang, pihak-pihak yang gemar mengusung dan
menggaung-gaungkan Islam ini ternyata realitasnya cenderung menafikan sifat
dasar Islam yang penuh kasih dan sayang ini. Termasuk dalam meyakini prinsip
musyawarah (al-syura/ dialog keterbukaan), persamaan derajat (al-musawa/

equality), keadilan (al-‘adalah/ justice), dan kebebasan (al-hurriyah/ freedom)

! Lihat KH. MA. Sahal Mahfudh (pengt.), Solusi Problematika Aktual Hukum Islam
dalam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926-1999, (Jawa Timur: LTN NU Jawa
Timur dan Diantara, 2005), him. 640.

Z Lihat Al-Qur’an surat al-Anbiya [21]:[107-108]
1



sebagai pilar demokrasi yang selaras dengan Islam. Ternyata, mereka masih
setengah-setengah.

Setelah berakhirnya Perang Dunia Il, sistem demokrasi dipandang sebagai
pilihan terbaik bahkan ideal oleh sebagian besar bahkan hampir semua negara di
belahan dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan
hampir bersamaan dengan berakhirnya peristiwa tersebut juga menyatakan diri
sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya,
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karena itu, kedaulatan (kekuasaan tertinggi) harus berada di tangan
rakyat. Dalam pelaksanaannya rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil
rakyat, yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Para wakil rakyat itu
mempunyai kewajiban untuk menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat dalam
pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan hendaknya dilaksanakan sesuai
dengan aspirasi rakyat.

Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945, yang penggalan alinea keempat, “...disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat...” Pada konferensi International Commission of Jurists
(organisasi internasional para ahli hukum) di Bangkok, Thailand tahun 1965
dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu negara dan pemerintahan yang demokratis
di bawah rule of law adalah adanya:

1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara



2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat

5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi

6. Pendidikan kewarganegaraan

Pluralisme agama yang difatwakan sesat oleh MUI® itu merupakan paham
yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama yang karenanya kebenaran
setiap agama dinilai relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa
hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Di sini (pluralisme)
juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup
berdampingan di surga.

Pluralitas adalah sebuah keniscayaan bahwa di negara atau daerah tertentu
terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan, sehingga
kehadirannya tidak dapat dihindari dan sudah menjadi sunnatullah. Pluralisme
agama diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran
keagamaan. Sehingga diharapkan seluruh pemeluk agama bersifat inklusif
(terbuka) terhadap pemeluk agama lain, sebab tanpa pandangan pluralis,
kerukunan umat beragama tidak mungkin terjadi.

Sedangkan, term pluralisme tidak hanya menoleransi adanya keragaman

etnis, budaya, ras dan agama, tetapi juga dengan rendah hati dan bijaksana

¥ Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu wadah yang menghimpun dan

mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi
koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H dalam suatu
pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional | Majelis Ulama
Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975. Lihat Ensiklopedi Islam,
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), artikel “Majelis Ulama Indonesia”, him. 122.



mengakui kebenaran masing-masing pemahaman serta menghilangkan klaim
kebenaran absolut dalam agamanya sendiri, setidaknya menurut logika para
pengikutnya. Maka pluralisme dijadikan sebagai bentuk konkret dalam
menjalankan kerukunan beragama.

Dalam fatwa MUI Juli 2005 ditegaskan bahwa pluralisme itu haram jika
pluralisme dimaknai; pertama,menyatakan semua agama benar. Pengertian
semacam ini, bagi MUI, tidak benar menurut semua ajaran agama. Menurut ajaran
Islam sendiri, yang benar adalah islam yang salah. Oleh karena itu pemahaman
pluralisme yang menganggap semua agama benar adalah pemahaman yang
menyimpang dari ajaran Islam; dan kedua, teologi pluralisme, yaitu teologi yang
mencampuradukkan berbagai ajaran agama menjadi satu, dan menjadi sebuah
agama baru. Teologi semacam ini termasuk sinkretisme.*

Dewasa ini umat beragama dihadapkan pada beragam isu penting. Salah
satu diantaranya adalah pluralisme agama (religious pluralism). Apalagi setiap
penganut agama hidup dalam era globalisasi, sebuah era yang menjadikan dunia
ini sebuah desa global (global village).” Kini, seharusnya, kehadiran agama-

agama bukan dijadikan sebagai sumber masalah (problem maker), akan tetapi

* Wawancara dengan Ketua Majelis Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin, Jakarta 30 April
2008, dalam Budhi Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Pluralisme, (Jakarta: Penerbit PT.
Grasindo, 2010), him.1-2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Fatwa Nomor:
1/Munas VII/MUI/2005 tanggal 29 Juli 2005 sendiri, ketiga paham (Sipilis) itu telah divonis sesat.

> Salah satu kata kunci yang sedang ‘in’ dewasa ini adalah kata global. Dunia dewasa ini
sedang diwarnai oleh berbagai proses penduniaan (globalisasi), yang terpenting diantaranya adalah
global politics, global technology, global economy, global market, dan global strategy. Bahkan
bumi sebagai tempat kita berpijak ini tak lepas dari predikat gobal, yakni global village. Kenichi
Ohmae, seorang cendikiawan Jepang, melukiskan desa global sebagai bordless world (dunia tanpa
batas) yang mengundang kerja sama antar bangsa. Sekat-sekat geografis, etnis, dan agama sudah
tidak lagi menjadi rintangan (Lihat Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam
Beragama, (Bandung: Mizan, 1999), him. 207-208.



sebagai pemberi solusi (problem solver) atas masalah-masalah sosial yang
muncul.

Para pemuka agama harus duduk dalam satu meja mendialogkan berbagai
agenda kemanusiaan yang sedang dihadapi untuk mencari jalan keluar dari
berbagai agenda tersebut. Memahami arti pentingnya eksistensi agama-agama lain
merupakan bangunan filosofis yang amat penting sebelum berbagai agenda
kemanusiaan didialogkan dan agar toleran kepada sesama.® Hal itu bahkan
mendorong lahirnya sebuah kesadaran baru dalam beragama seperti, to be
religious is to be interreligious.’

Jauh sebelum Indonesia merdeka, kebhinnekaan (keragaman umat manusia)
sudah terbentuk secara alamiah.® Bahkan, menurut Azyumardi Azra, terbentuknya
madzhab-mazhab figih, seperti madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab
Syafii, dan madzhab Hanbal merupakan kenyataan sejarah diakuinya pluralisme
dalam hukum.®

“Pada sisi lain, fenomena kemenangan gerakan Islam (Islamic

movement) di pentas politik kerap menjadi sorotan para pengamat
Barat dan pengamat muslim sekuler. Salah satu alasan yang sengaja

® Dalam bahasanya Ahmad Baso, agar tidak ekstrem, tidak egois, baca dalam “Agar
tidak ‘Memayoritaskan diri’ tentang Islam, Pluralisme dan HAM Kultural,” dalam Sururin, (ed.),
Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak, (Bandung: Penerbit Nuansa,
2005), him. 27-49.

! Budhy Munawar Rahman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman,
(Jakarta: Paramadina, 2001), him. 14. Lihat juga dalam Muhammad Qorib, “Pluralisme Agama
dalam Perspektif Sufi,” Titik Temu Jurnal Dialog Peradaban, Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2010,
(Jakarta: Nurcholish Madjid Society, NCMS), him. 135-137.

& Abdul Mogsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis
Al-Qur’an, (Depok: KataKita, 2009), him. 10-11.

% Azyumardi Azra, “Pluralisme Islam dalam Perspektif Historis,” dalam Sururin, (ed.),
Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak, (Bandung: Penerbit Nuansa,
2005), him. 149-154.



mereka hembuskan adalah bahwa gerakan Islam mempunyai hidden

agenda yaitu mendirikan Negara Islam yang berlandaskan ideologi

Islam. Sehingga meskipun kemenangan gerakan Islam lewat proses

demokrasi kerap kali tudingan itu tertuju kepada gerakan Islam

sehingga dikalangan para pengamat Barat, sebagaimana dikutip oleh

John L. Esposito ada kecurigaan dan kekhawatiran akan terjadinya

hijack democracy (pembajakan demokrasi) oleh gerakan Islam yang

tampil di kancah politik”."

Bahwa, Indonesia bukanlah negara yang hanya didirikan oleh komunitas
muslim saja, melainkan oleh seluruh warga negara, baik yang beragama Hindu,
Budha, Kristen, maupun Islam. Indonesia berdiri di atas seluruh jerih payah
seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, memperlakukan umat non-
muslim persis seperti yang ada di dalam ayat-ayat partikular yang kemudian
ditegaskan di dalam fikih Islam, bukan hanya tidak bijak bestari melainkan juga
bertentangan dengan logika ayat-ayat universal yang mendukung pluralisme
agama.™

Pluralisme dalam pengertian inilah yang dianggap bertentangan dengan
ajaran agama Islam. Sementara berkaitan dengan fenomena pluralitas agama, MUI
menganggap sebagai kenyataan bahwa di negara (atau daerah) tertentu memang
terdapat berbagai pemeluk agama yang harus hidup secara berdampingan.

Agama merupakan salah satu diskursus yang sangat sensitif. Klaim-klaim

kebenaran (claim of truth), bahwa agamanyalah yang mutlak benar dan klaim

penyelamatan (claim of salvation), bahwa jalan ke surga hanya ada pada

1% John L. Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realitas Edisi Revisi Menggugat Tesis
Huntington, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), him. 133.

11| ihat disertasi yang sudah dibukukan Abdul Mogqsith Ghazali, Argumen Pluralisme
Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an, (Depok: KataKita, 2009), him. 14-18.



agamanya saja, sementara pada agama lain adalah jembatan-jembatan menuju
neraka.'?
Sejalan dengan kondisi diatas, Karen Amstrong berpendapat:
“...Di tengah kondisi seperti ini, banyak pemeluk agama tertentu (yang
berpaham eksklusif tadi), memonopoli klaim kebenaran dan
keselamatan (claim of truth and salvation). Jika kita melihat dari segi
sosiologisnya, klaim kebenaran dan keselamatan agama itu hanyalah

memicu terjadinya konflik sosial-politik, yang berujung — dengan

meminjam istilah Karen Amrstrong — melakukan pertempuran agung

untuk membela dasar-dasar agama”.*®

Negara-bangsa (nation-state) merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa
dihindari oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia. Selain karena
tuntutan global, negara-bangsa merupakan konsep negara modern yang
menjanjikan penyelesaian bagi setiap bangsa dalam menghadapi kenyataan
pluralisme.

Siapa pun tidak dapat mengingkari bahwa masyarakat Indonesia dari
semenanjung Aceh hingga Irian Jaya dengan jumlah pulau sekitar 13.000 buah
merupakan masyarakat yang multikultural. Apabila dilihat dari sukunya, maka
penduduk Indonesia dihuni oleh mayoritas suku Jawa, kemudian Sunda, Madura,
kemudian disusul suku-suku kecil lainnya seperti suku yang mendiami di Bali,
Lombok, Dayak di Kalimantan, serta suku-suku di Sulawesi, Maluku, dan Irian
Jaya.

Masing-masing daerah dan suku tersebut memiliki kebudayaan, keyakinan,

dan tentunya karakteristik ritual agama yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama

12 Ahmad Najib Burhani, Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin
yang Membatu, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001), him. 9.

3 Lihat Karen Amrstrong, Berperang Demi Tuhan, penerj: Satrio, dkk., (Jakarta: Serambi
dan Mizan, 2001), cet. I, him. 273.



menganut Islam, akan tetapi antara Islam Jawa dengan Islam di Kalimantan secara
tradisi dan kebiasaan ritual yang membaur dengan budaya lokal menjadikan
sedikit berbeda antara keduanya.

Suku-suku dan daerah-daerah bahkan memiliki karakteristik kepercayaan,
keyakinan, dan keagamaan yang berbeda-beda. Pada masyarakat suku Jawa,
Sunda, dan Madura lebih identik dengan Islam, masyarakat suku Bali identik
dengan Hindu dan Budha, masyarakat Dayak, Manado, Kepulauan Maluku, Irian
Jaya lebih identik dengan Kristen dan Katholik. Oleh karena itu sebagai salah satu
negara kepulauan dengan keragaman dan kemajemukan suku, ras, budaya, warna
kulit, dan agamanya maka tidak salah jika founding father’s ini melambangkan
NKRI dengan “Bhineka Tunggal lka”, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi
hakikatnya tetap satu jua dalam keragaman dan kemajemukan suku bangsa,
budaya dan agama.

Sudah menjadi keputusan final** para pendiri bangsa NKRI bahwa Pancasila
merupakan pengikat persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman di Indonesia.
Selama ini Pancasila memang menjadi pemersatu bangsa yang majemuk ini dalam

tataran ideologi Agama. Melaluinya, kehidupan agama itu dapat dirajut di dalam

4 Bagi sebagian ormas/ aliran dalam Islam yang sangat berambisi menguasai negara
dengan tujuan ingin memformalisasikan syariat Islam dalam bentuk negara, Pancasila merupakan
bentuk ideologi yang belum final. Bahkan mereka menganggap ideologi itu sekuler-kafir. Mereka
dengan cara eksklusif-radikal-sektarian mencaci-maki para pembela Pancasila. Akan tetapi
realitasnya mereka dengan tanpa malu-malu memanfaatkan institusi, lembaga dan badan struktural
negara tersebut guna memenuhi ambisinya menguasai negara dengan memaksakan hak-hak asasi
manusia, terutama dengan mengorbankan kerukunan-keutuhan negara. Mereka tidak paham apa
sebenarnya makna harfiah syariat Islamiyah. Apakah Islam mengharuskan formalisasi syariat atau
tidak. Mereka menjadikan institusi negara untuk mempolitisasi agama atas nama Tuhan. Ormas
yang paling ambisius itu adalah Ikhwanul Muslimin yang di Indonesia mewujud dalam bentuk
Partai Keadilan Sejahtera dan sebagian ormas non-politik, seperti HTI, salafi-Wahabi, Majelis
Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam dsb.



harmoni yang cukup melegakan. Sebagai dasar negara, Pancasila telah meletakkan
bagaimana seharusnya hubungan antara sesama masyarakat dalam perbedaan
etnis, suku, ras, dan agama, keyakinan, dan antar golongan tersebut dapat
disatukan dan dibina dalam keragaman dan kemajemukan. Dasar filosofi yang
terkandung di dalam Pancasila tersebut memang telah teruji di dalam sejarah
kehidupan masyarakat bangsa.*

Bayangkan saja kehidupan sosial dalam keberagamaan di ndonesia yang
mayoritas 80% pemeluk Islam, 15% Kristen-Katolik, dan sekitar lebih dari 5%
Hindu-Budha® dan Konghucu dari sejak kemerdekaan sampai saat ini hidup
rukun, berdampingan dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya dalam
tataran hubungan kemasyarakatan dan agama dalam satu kesatuan NKRI. Hal ini
sangat logis karena antara pemeluk yang satu dengan pemeluk yang lain
mempunyai keyakinan akidah yang berbeda jauh tetapi tetap dapat menjalin
hubungan dengan harmonis.

Pemeluk Islam, sebagai penduduk mayoritas ditengah-tengah kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multi agama, etnis dan ideologi, perlu
menghayati ajaran Islam yang mendorong terciptanya saling pengertian diantara
sesama pemeluk agama. Namun harmoni tersebut terkadang juga dibumbui
dengan peristiwa yang tidak menguntungkan. Di tengah kehidupan ini masih saja
terdapat kekhawatiran dan kecemburuan yang didasari oleh prasangka-prasangaka

(prejudice) atas kegiatan masing-masing agama. Tengok saja pada akhir tahun

> Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme menuju Agama,
(‘Yogyakarta: Kanisius, 2009), him. 49.

'8 1bid., him. 50.
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1990-an, terdapat berbagai kerusuhan agama. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Franz Magnis Suseno, sedikitnya terdapat lebih dari 600 gereja dirusak dan
juga serangan terhadap gereja-gereja di Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok
dan daerah-daerah lainnya di Jawa."’

Menurut Umar Surur, pengeboman terhadap gereja dan fasilitas-fasilitas
keagamaan lainnya itu lebih banyak dipicu oleh faktor agama dan faktor ekonomi
politik.*® Hingga tahun 2006, konflik agama masih terjadi di beebrapa bagian di
Republik ini. Konflik Poso dan Ambon yang menyisakan derita diantara kedua
kubu, juga masih menjadi tanda Tanya kapan kan usai.

Meskipun konflik bernuansa agama ini tidak bersifat murni agama, namun
secara sepintas orang awam akan melihatnya sebagai konflik agama. Padahal
kenyataannya adalah konflik kepentingan kaum yang beragama baik itu masalah
ekonomi, sosial maupun politik. Hanya saja karena dianggap sebagai perang
agama, maka akan mempengaruhi elemen lain untuk saling membela atas nama
agama. Agama memang bisa menggerakkan konflik menjadi semakin keras.™

Prestasi sebuah bangsa yang demokratis sangat berkaitan erat dengan

penghargaannya atas pluralisme agama. Hal ini akan menjadi tolok ukur, apakah

' Franz Magnis Suseno, “Kerukunan Beragama dan Keragaman Agama: Kasus

Indonesia” dalam Alef Theria Wasim, Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik, dan
Pendidikan, (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2004), hlm. 10-11. Ketika merevisi naskah ini,
kekerasan terhadap minoritas kembali bergolak, seperti pembakaran tempat-tempat Ibadah Jemaah
Ahmadiyah di Cikeusik Bogor, Nusa Tenggara Barat dsb. Kerusuhan antar elemen agama di
Temanggung dsb.

8 Umar Surur, “Konflik Sosial Bernuansa SARA Berbagai Komunitas Etnik Di
Kalimantan Barat” dalam M. Zainuddin Daulay, Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia,
(Jakarta: Balitbang Depag. RI, 2003), him. 30.

Y Mursyid Ali, “Konflik Sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus tentang Tragedi
Kerusuhan Poso” dalam ibid., hIm. 93.
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bangsa tersebut berhasil menegakkan nilai-nilai pluralis, seperti toleransi,
kesetaraan dan kooperasi; atau hanya sekedar jargon saja. Penegakan pluralisme
merupakan “suatu keharusan” yang tidak bisa dinafikan dengan alasan apapun.
Mengabaikan nilai tersebut berarti mencederai demokrasi yang sedang di bangun.

Fenomena kekerasan terhadap pemeluk lain belakangan ini merupakan ciri
dari kurangnya sensitivitas terhadap pluralisme agama itu sendiri. Karena,
artikulasi yang benar dari pluralisme bukan hanya membiarkan yang lain, the
other, untuk hidup dengan caranya sendiri, tetapi juga bagaimana memahami dan
menghargai keyakinan the other tersebut dalam bingkai kemanusiaan.

Ide pluralisme agama diharapkan membawa paham kesetaraan antar orang
beriman kearah kerja sama diantara umat beragama (dan juga yang tidak
beragama) untuk menanggulangi masalah-masalah kemanusiaan seperti
kemiskinan, ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap kaum perempuan dan
sebagainya.” Sayangnya, kurangnya pemahaman terhadap pluralisme diperparah
oleh orang-orang yang justru anti dengan pemahaman pluralisme itu sendiri, serta
menuduh pluralisme agama sebagai bagian dari paham impor yang harus
diwaspadai.?

Pengaruh globalisasasi memberikan pola baru pada agama-agama, dari
globalisasi muncul dua aliran yang salah satunya ingin merubah doktrin agama

sesuai perubahan zaman (menerima globalisasi) dan satu aliran lagi ingin

% Budhi Munawwar Rahman dalam Wajah Liberal Islam di Indonesia, (Jakarta: Jaringan
Islam Liberal, 2002), hIm. 50-60.

21 Adhian Husaini, Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi
Sekuler-Liberal, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), him. 31-41.
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mempertahankan agama pada posisinya (menolak globalisasi), tetapi kedua-
duanya mengorbankan akidah (teologi) dari masing-masing agama. kedua pola
tersebut terbentuk pada gagasan pluralisme agama. Kemudian wacana Pluralisme
agama yang bergulir di Indonesia tidak lepas dari peranan para cendekiawan dan
sarjanawan.?

Wacana pluralisme bagi kalangan Islam yang menganggap Islam sudah
tidak boleh menerima budaya dan ilmu pengetahuan dari luar Islam,®
mengagetkan umat Islam dan umat agama lainnya. Padahal dari sejak
kelahirannya bangsa ini (Indonesia) telah hidup bersama dengan keanekaragaman
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika saling bertoleransi antar umat beragama.
Akan tetapi menurut kaum pluralis toleransi belum memberikan bukti nyata
sehingga banyak pertikaian antar umat beragama disebabkan klaim kebenaran.
Padahal kemunculan konflik antar umat beragama yang terjadi adalah disebabkan

unsur sosial, politik dan ekonomi bukan masalah agama.

%2 Nurcholish Madjid, "Kendatipun cara atau jalan keberagaman menuju Tuhan berbeda-
beda namun Tuhan yang hendak Kita tuju adalah Tuhan yang sama Allah Yang Maha Esa."
Pengantar buku Pluralitas agama Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta: Kompas, 2001) him. 6.
Lihat juga dalam Budhy Munawar Rahman, dalam artikelnya Basis Teologi Persaudaraan antara
Agama, dikutip dari situs www.islamlib.com., Wajah Liberal Islam di Indonesia (Jakarta: JIL,
2002), him. 51-53. Lihat juga dalam Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam
Beragama, (Bandung: Mizan, 1997), him. 108-109. Lihat juga dalam Abdul Munir Mulkhan,
Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar,(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), him. 44. Lihat
juga dalam Satu Tuhan Beribu Tafsir, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), him. 124-125. Lihat juga
dalam Ulil Abshar Abdalla, artikel Menyegarkan kembali Pemahaman Islam, Kompas, 18-11-
2002 dan situs Jaringan Islam Liberal www.islamlib.com., Lihat juga dalam Sumanto Al Qurtuby,
Lubang Hitam Agama, (Yogyakarta: Rumah Kata, 2005), him. 45.

% Dalam bahasanya Abdurrahman Wahid, muslim yang berparadigma legal-eksklusif,
yaitu kalangan pemikir Muslim yang hanya mengacu pada teks-teks leterlijk nash Al-Qur'an saja
secara kaku dan menganggap Islam sudah tidak membutuhkan pengetahuan dari luar Islam.
Walaupun pengetahuan dari luar Islam tersebut terkadang bermanfaat bagi kalangan Islam sendiri
dan bagi kemanusiaan. Paradigma tersebut lawan dari pemikir Muslim yang berparadigma
subtantif-inklusif, yaitu pemikir yang tidak hanya memahami nash Al-Qur'an secara tektualis saja.
Akan tetapi juga kontekstual sesuai kebutuhan zaman dan tempat dimana Islam tersebut
berkembang.


http://www.islamlib.com/
http://www.islamlib.com/
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Menurut beberapa tokoh yang anti-pluralisme, alih-alih ingin mencari solusi
pertikaian yang terjadi, kaum pluralis membawa wacana pluralisme agama dengan
janji serta solusi yang bisa membawa kemaslahatan, tetapi ternyata kaum pluralis
bukan membawa solusi penyelesaian pertikaian melainkan membawa paham
pembenaran terhadap semua agama, dengan cara merubah teologi-teologi yang
sudah ada.**

Sebagai pemikir Muslim, kita hendaknya memperhatikan bahwa para
sarjanawan Barat memandang agama sebagai obyek kajian keilmuan, serta dalam
penelitiannya pun harus seobyektif mungkin. Mereka mempelajari beberapa
agama berdasarkan metode pendekatan sosiologis dan historis bukan secara
normatif. Mereka belajar agama bukan untuk diamalkan tetapi, mereka belajar
agama hanya sebagai kajian penelitian. Sehingga, agama Islam yang telah
sempurna dianggap tidak/ belum sempurna, seiring dengan perubahan zaman yang
selalu berubah-ubah, sehingga Islam yang telah sempurna dan yang bersifat
universal pun dianggap sebagai agama yang menyejarah dan harus bergabung
dengan agama-agama lain untuk mencapai kesempurnaannya.

Padahal, dalam Islam terdapat sesuatu yang pokok (usul) yang tak dapat

dirubah sampai kapan pun,” tetapi yang furu' bisa berubah-ubah sesuai dengan

# Berkaitan dengan tema Islam dan pluralisme bagi Zuly Qodir jelas mengindikasikan
dibutuhkannya sebuah rumusan teologi baru yang lain dari teologi konvensional, karena nyata-
nyata rumusan teologi konvensional dipandang tidak capable untuk menjelaskan realitas umat
yang plural. Dengan tema Islam dan pluralisme, disana akan kita temukan gagasan tentang
hubungan antaragaman, toleransi yang sesungguhnya, bukan lazy toleran sebagai mana pernah
terjadi era rezim Orde Baru. Lihat Zuly Qodir, Islam Liberal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi
Revisi, 2007), him. 147.

% Terlepas dari pembaharuan pemikiran Islam kontemporer lainnya, seperti din wa
tsurah-nya yang mengusulkan bahkan teologi pun hendaknya diperbaharui terus-menerus dalam
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aturan-aturan yang mengaturnya. Nah, oleh karena itu Islam sebagai agama yang
sesuai dengan zaman dan tempat di mana Islam itu berkembang, maka prinsip
tidak menggeneralisasikan Barat dengan semuanya negatif, sangat dibutuhkan
agar cita-cita Islam rahmatan lil ‘alamin benar-benar mewujud.

Namun demikian, pluralisme ternyata bukan sesuatu yang mudah diterima.
Khususnya di negara-negara yang memiliki tingkat kolektivitas dan homogenitas
yang tinggi. Nilai-nilai pluralistik bukan sesuatu yang given atau terberikan begitu
saja, melainkan harus diperjuangkan. Dengan kata lain, fakta bahwa masyarakat
atau suatu bangsa itu plural tidak serta merta menjadikan orang yang hidup
didalamnya memahami dan menghargai pluralisme. Oleh karena itu, penegakan
pluralisme merupakan kewajiban mendasar bagi mereka yang peduli dengan
demokrasi dan keberlangsungan hidup bangsa ini.

B. Hipotesis

Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif tentang

pandangan dan perjuangannya menegakkan dan pembelaannya terhadap

pluralisme agama bukanlah basi-basi intelektual saja.® Mereka berdua di

setiap masa. Hasan Hanafi, Din wa Tsurah, Jilid VII, (Kairo, 1989). Ini tetapi bukan berarti
menolak semua pemikiran Hasan Hanafi.

% penulis membedakan mereka berdua dengan Nurcholis Madjid yang berlatar belakang
NU-Masyumi. Nurcholis Madjid belum pernah sekalipun menduduki posisi strategis dalam
kepemimpinan organisasi masyarakat. Baik itu Nu sendiri maupun Muhammadiyah. Nurcholish
Madjid hanya bergelut dalam bidang dan ranah akademisi saja. Berbeda dengan Abdurrahman
Wahid dan Ahmad Syafii Maarif yang pernah menduduki posisi strategis dalam sebuah ormas
Islam Indonesia. Nurcholish Madjid mengkampanyekan ide-ide sekuler, terutama pluralisme
agamanya hanya sebatas dalam ranah kalangan elit menengah ke atas. Makanya tidak jarang ia
disebut sebagai modernis-borhuis. Karena ia hanya berbicara dalam seminar-seminar yang
diselenggarakan di tempat-tempat yang mewah, seperti di hotel, dan gedung-gedung mewah
lainnya. Ini berbeda sekali dengan cara Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif. Keduanya
tidak hanya turun ke rakyat bawah saja tetapi juga kritis terhadap pemerintahan. Tentu tetap
mengedepankan semangat pembaruan yang arif dan bijaksana serta liberal-progresif-modernis-
inklusif.
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Indonesia bahkan di dunia internasional dikenal sebagai pejuang kemanusiaan
demi tegaknya demokratisasi di Indonesia. Keduanya sangat intens dan konsisten
memperjuangkan kehidupan yang harmonis, damai dan saling memberi-menerima
antar umat beragama dengan argumen yang kokoh (dengan pemahaman Islam
universal-rahmatan lil ‘alamin-kemanusiaan dan keutuhan sebuah bangsa).

Mereka berdua berpijak pada pilar-pilar dan karakteristik tegaknya
demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Bagi mereka, Pancasila adalah
ideologi final karena sangat menghargai keberagaman dan kemajemukan.
Keduanya membela prinsip-prinsip pluralisme agama dengan pemahaman Islam,
NKRI, Pancasila dan kemanusiaan dalamkehidupan demokrasi di Indonesia. Oleh
karena itu, pluralisme agama menjadi salah satu pilar tercapainya demokratisasi di
Indonesia.

Keduanya juga dengan rela mencurahkan seluruh pikiran, tenaga dan
waktunya untuk memperjuangkan penghargaan pluralisme agama dalam
demokratisasi di Indonesia. Terutama pembelaannya kepada kaum lemabh,
tertindas, dan minoritas. Jika pluralisme agama tidak ditegakkan, maka
demokratisasi di Indonesia tidak akan pernah tercapai. Pluralisme agama
merupakan satu bangunan dari beberapa bangunan yang membentuk demokrasi
Pancasila.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :
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1. Latar belakang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif
mengenai pluralisme agama dan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana perjuangan Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif
dalam menegakkan pluralisme dalam kehidupan demokrasi di Indonesia?
3. Apa relevansi pluralisme agama terhadap kehidupan demokrasi di
Indonesia?
D. Signifikansi dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan dari pokok masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan latar belakang pandangan dan perjuangan dari
kedua tokoh mengenai pluralisme agama di Indonesia.

b. Untuk menjelaskan segi persamaan maupun perbedaan dari pandangan
kedua tokoh tentang relevansinya pluralisme agama dalam
demokratisasi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah khasanah keilmuan Islam bagi para pembaca terutama
mengenai pluralisme agama di Indonesia.

b. Menjadi salah satu rujukan dalam diskursus relevansinya kerukunan
antar umat beragama dalam demokratisasi di Indonesia menurut
Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif.

E. Studi Kepustakaan
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Penelitian skripsi tentang pluralisme agama belum banyak dilakukan, karena
memang topik debatable. Toh, para pengusung yang membela pluralisme
mengatakan bahwa pluralisme merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan
sejarah kehidupan umat manusia.

Topik pluralisme setidak-tidaknya sudah banyak yang menuliskan dalam
bentuk buku. Akan tetapi yang menulis dalam bentuk hasil penelitian mendalam
belum begitu banyak. Salah satunya adalah;

Pertama, Disertasi dari Anis Malik Thoha dengan judul, “Tren Pluralisme
Agama: Sebuah Tinjauan Kritis”. Disertasi ini secara garis besar memuat
bantahan-bantahan terhadap nihilisme dan eksklusivisme paham pluralis agama
(pluralisme agama). Menurutnya, pluralisme agama justru akan bersikap tertutup
dan tidak universal sebagaimana pluralisme yang selama ini dipahami;*" Anis
Malik Thoha menolak gagasan pluralisme agama, karena pluralisme agama akan
menjadikan eksklusif Islam.

Kedua, Disertasi dari Abdul Mogsith Ghazali dengan judul, “Argumen

’

Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an”. Disertasi ini
berbeda dengan disertasi Anis Malik Thoha. Abdul Mogsith Ghazali menerima
gagasan pluralisme agama dengan menggali dalil-dalil Al-Qur'an, hadist,

pendapat ijma’ para ulama klasik dan kontemporer tentang keniscayaan

pluralisme beragama. la menjelaskan bahwa pluralisme agama sudah ada sejak

27 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, (Jakarta: Perspektif
2005), hlm. 16-17. Buku ini merupakan pengembangan, penajaman dan penjelasan lebih
mendalam dari Disertasi Anis Malik Thoha dengan judul “Ittijahat al-7a 'addudiyyah al-Diniyyah
wa al-Mawagif al-Islami minha”, di International Islamic University Islamabad (IIUI) Pakistan,
2001.
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zaman sebelum Islam ada. Oleh karenanya, pluralisme merupakan sebuah
keharusan sejarah.?®

Terlepas dari debat filosofi pemikiran dan tindakannya, sebagaimana umum
diketahui, jauh sebelum jadi presiden, Abdurrahman Wahid memang sering
memerankan dirinya sebagai aktor kritis terhadap negara. Perjuangannya yang
gigih menegakkan demokrasi dan pemikirannya yang di luar kebiasaan umum
selalu diposisikan sebagai “pesaing politik™ dari negara. Menjadi tak heran, kalau
ia kemudian dianggap sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik paling
independen di Indonesia sepanjang Orde Baru. Begitu juga dengan Ahmad Syafii
Maarif yang selalu kritis terhadap pemerintahan SBY saat ini.

Jika Presiden Soeharto dengan kalangan tentara dan birokrasi, pada saat itu,
dianggap sayap negara (the state), maka Abdurrahman Wahid dengan NU dan
kalangan pro-demokrasi adalah sayap masyarakat sipil (the civil society). Begitu
juga dengan Ahmad Syafii Maarif yang tetap konsisten dengan keteguhan
perjuangannya membela kaum minoritas yang terpinggirkan oleh kelompok Islam
sendiri. Negara dan civil society selalu berhadapan dan bersitegang akibat proses
demokratisasi yang selalu membentur benteng otoritarianisme-birokrasi raksasa
politik Orde Baru. Juga tak aneh kemudian, bila komentar-komentarnya dan
gerakannya selalu menghiasi halaman-halaman media massa sebanding lurus

dengan penampilan negara yang kian hegemonik.

% Abdul Mogsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis
Al-Qur’an, (Depok: KataKita, 2009), him. 18-20. Buku ini mulanya adalah sebuah Disertasi
untuk meraih gelar doktor dalam bidang tafsir Al-Qur'an di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun
2007.



19

Demikian juga keberaniannya menentang arus utama negara dan dalam hal-
hal tertentu juga arus masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan
pikirannya, serta kesetiaannya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan,
menjadikannya sebagai tokoh yang populer dan disegani sekaligus dimusuhi dan
dicaci-maki sepanjang hidupnya.

Menurut studi yang dilakukan Suaidi Asy’ari, bahwa dalam masyarakat
pluralis seperti Indonesia, partisipasi NU dan Muhammadiyah yang
berkesinambungan sebagai organisasi perantara sangatlah penting dalam
mendukung proses demokratisasi di Indonesia. la menyimpulkan bahwa,
(mungkin juga) sebagaimana peneliti-peneliti maupun pengamat-pengamat
sebelumnya, bahwa berkenaan dengan NU dan Muhammadiyah dalam politik
Indonesia, NU yang berbasiskan ijma’ tidak murni oportunistik atau tak
berprinsip, tetapi hal itu merupakan sebuah pengejawantahan pemahaman NU
mengenai perannya dalam politik Indonesia, yang dibentuk oleh sifat pluralistik
negeri Indonesia. Kesiapan NU untuk berbagi, bergabung, dan mendukung para
politisi dan pemimpin selain (diluar) NU menunjukkan sebuah kesadaran politik
yang sangat dibutuhkan bagi proses demokratisasi di Indonesia. Di sisi lain,
Muhammadiyah ~ dengan basis ijtihad politiknya menunjukkan bahwa
Muhammadiyah tidak hanya organisasi sosial, melainkan juga sebuah kekuatan
politik yang kuat, yang menjadi keharusan bagi proses demokratisasi di

Indonesia.?®

% Suaidi Asy’ari, Nalar Politik: NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris,
(Islam and Democracy in Indonesia: Political Responses of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama
in the Outher Islands of Java 1998-2007), Mohammad Rapik (penerj), (Yogyakarta: LKiS, 2010),
hlm. 431. Pada mulanya buku ini merupakan naskah Disertasi penulisnya pada program Ph.D di
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Kajian ini berangkat dari wacana pluralisme dalam konteks keindonesiaan
dan kehidupan berdemokrasi menurut Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii
Maarif. Bahkan, keduanya oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai
pejuang nilai-nilai universalisme Islam, pejuang kemanusiaan dalam konteks
pluralisme agama di Indonesia.

Penelitian dengan tema relevansi pluralisme agama terhadap demokratisasi
di Indonesia belum banyak dikaji. Bahkan mungkin belum pernah dikaji dalam
level skripsi. Oleh karena itu peneliti merasa sangat tertantang dan tertarik untuk
meneliti pemikiran dari Abdurrahman Wahid (dari kalangan NU) dan Ahmad
Syafii Maarif (dari kalangan Muhammadiyah) tentang sikap dan perjuangannya
dalam membela pluralisme agama di Indonesia.*

Karena itu pendapat keduanya (Ahmad Syafii Maarif dan Abdurrahman
Wahid) tentang keindonesiaan, demokrasi, pluralisme, kesetaraan dan
kemanusiaan terkadang menuai kritik pedas. Resiko inilah yang harus ditanggung
oleh mantan PP Muhammadiyah dan mantan PBNU.** Muhammadiyah

merupakan tenda bagi kaum puritanis yang cenderung tidak toleran dengan

Asia Institute University of Melbourne Australia tahun 2007 dan dengan sedikit revisi, naskah
tersebut kembali diujikan pada program doktor di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Indonesia tahun 2009.

% Abdurrahman Wahid sering mendapatkan apresiasi nasional dan internasional terkait
dengan pemikiran dan perjuangannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya ia pernah
mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay (1998). Begitu juga dengan Ahmad Syafii Maarif
menerima penghargaan Ramon Magsaysay (2008). Untuk lebih jelasnya silahkan baca biografi
keduanya. Greg Barton, Biografi Gus Dur: the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid,
(Yogyakarta: LKiS, 2010); Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi
Ahmad Syafii Maarif, (Bandung: Mizan Media Utama, 2009). Dan buku-buku lainnya yang
memotret spak terjang keduanya.

%! Lihat M. Syafii Anwar, “Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat”, dalam
Abdul Rohim Ghazali dan Sholeh Partaonan Daulay (ed.,) Muhamadiyah dan Politik Islam
Inklusif, 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, (Jakarta: Maarif Institute, 2005), him. 36.
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pandangan keagamaan yang tidak ortodoks.** Sedangkan NU dianggap sebagai
ormas tradisionalis-tekstualis. Akan tetapi pada sisi praksis-praktisnya tetap
fleksibel.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian disertasi diatas. Disertasi
diatas lebih memfokuskan pada kajian teks-teks secara umum, bukan pemikiran-
aksi salah satu tokoh dan hanya terkait tema pluralisme agama saja. Sedangkan,
pada penelitian ini, peneliti lebih cenderung kepada penelitian tokoh. Terkait
dengan perjuangan pluralisme agama dalam kehidupan beragama dan
bermasyarakat di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Berbagai kajian tentang pluralisme di Indonesia mendasarkan dirinya pada
pemahaman teks (nas Al-Qur’an).

Beberapa tokoh dunia Muslim sudah mencoba mengelaborasi perspektif
pluralisme keagamaan ini antara lain seperti Ismail Raji al-Farugi, M. Mahmoud
Ayoub, Seyyed Hossein Nasr, Abul Kalam Azad, Fazlur Rahman, Hasan Askari,
Mohamed Arkoun, Mohamed Talbi, Asghar Ali Engineer, dan sebagainya.®® Di
Indonesia, kita bisa menyebut diantaranya Nurcholish Madjid, Abdurrahman
Wahid, M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, Ahmad Syafii Maarif, Kautsar

Azhari Noor, Zainun Kamal, Musdah Mulia, M. Syafii Anwar, Amin Abdullah.

%2 Khaled Abou El-Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, (Jakarta: Penerbit
Serambi, 2006), him. 29.

% Budhi Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Pluralisme, (Jakarta: Penerbit PT.
Grasindo, 2010), him. 27.
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Sampai pemikir muda lainnya, seperti Ulil Abshar Abdala, Abdul Mogsith
Ghazali, dan Zuhairi Misrawi.*

Mereka cenderung menempuh cara dan tanggapan yang berbeda-beda, yang
jika dikategorisasikan terbelah menjadi dua kelompok yang saling berhadap-
hadapan, yaitu;*®

Pertama, kelompok yang menolak secara mutlak gagasan pluralisme agama.
Mereka biasanya disebut sebagai kelompok eksklusivis. Dalam memandang
agama orang lain, kelompok ini sering kali menggunakan standar-standar
penilaian yang dibuatnya sendiri untuk memberikan vonis dan menghakimi agama
lain. Secara teologis, misalnya, mereka beranggapan bahwa hanya agamanyalah
yang paling otentik berasal dari Tuhan, sementara agama yang lain tak lebih dari
sebuah konstruksi manusia, atau mungkin juga berasal dari Tuhan tapi telah
mengalami perombakan dan pemalsuan oleh umatnya sendiri. Mereka memiliki
kecenderungan membenarkan agamanya, sambil menyalahkan yang lain. Memuiji
agama diri sendiri seraya menjelekkan agama yang lain. Agama orang lain
dipandang bukan sebagai jalan keselamatan. Mereka mendasarkan pandangan-
pandangannya itu pada sejumlah ayat di dalam Al-Qur’an.

Misalnya, QS. ali-Imran [3]:[85];

B0l Al (a3 AV b sa g4t iy ()l s 2D e & g

* bid., him. 28.
* bid., him. 19-21.

% |ihat Al-Qur'an surat ali-Imran [3]:[85]
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QS. ali-Imran [3]:[19];

Lk alell anela Lo dey e V) QUSTH ) g3l 0l Calia) Lo g aSluY) ) ie cpall

bl o ) (3 B Sl S (a5 pein

QS. al-Maidah [5]:[3];
33 68 gall 5 Amaiall g 4n dl) ) Jal Lag 3l aad g anll g diall aSole Caa ja
| saniing () 5 caaill e d Loy 2383 La W) sl JST La g daglaill g 400 yidll
LS a sl (5 5581 5 o 55805 D oS3 (g 5 Sl (sl o sl o oI5 2Y Y
dania 8 yhaual (ged L a3l aS1 Cuna yg e aSile Cuaai] g aSia oS
Bam ) st Al 8 5Y Cailaia e

QS. an-Nisa [4]:[144];
A1 sl O sl e gal) G50 (e el sl S35 Y ) sial a3 Ll
30000 Ul oSUle
Kedua, kelompok yang menerima pluralisme agama sebagai sebuah
kenyataan yang tak terhindarkan. Kelompok ini biasanya berpandangan bahwa
agama semua nabi adalah satu. Mereka menganut pandangan tentang adanya titik-
titik persamaan sebagai benang merah yang mempersambungkan seluruh

ketentuan doktrinal yang dibawa oleh setiap nabi. Bagi kelompok kedua ini cukup

jelas bahwa yang membedakan ajaran masing-masing adalah dimensi-dimensi

¥ Lihat Al-Qur’an surat ali-Imran [3]:[19]
% Lihat Al-Qur’an surat al-Maidah [5]:[3]

¥ Lihat Al-Qur'an surat an-Nisa [4]:[144]
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yang bersifat teknis-operasional bukan yang substansial esensial, seperti tentang
mekanisme atau tata cara ritus peribadatan dan sebagainya. Terdapat ayat yang
menjadi menu favorit di kalangan kelompok kedua ini.

Misalnya, QS. al-Kafirun [109]:[6];

o s Si ol

QS. al-Bagarah [2]:[256];
Slaadiv) 388 AL e g G gellally 54<G gad Al (e 28l i 38 cpall sl S)Y
HMadle aans a5 Ll alasi) ¥ 85l 5 5 2l

QS. al-Maidah [5]:[69];*

Jae 5 AV asall 5 & (gl (e (5 jaill g g sall g ) gala (Al g | sial cpdll o)
Osiag o Vyagle (gl M lalla

Dan QS. al-An'am [6]:[108]
Al IS Ly 5 Gl ale ynn ) gae Al ) sansd Al () 53 e (s Cpdll | sai Y g
B3y slany | 1S Loy aglinih agan ye aga ) ) & pglec
Kajian ini berangkat dari wacana pluralisme dalam konteks keindonesiaan

dan kehidupan berdemokrasi menurut Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii

Maarif. Bahkan, keduanya oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai

“0 Lihat Al-Qur’an surat al-Kafirun [109]:[6]
“! Lihat Al-Qur'an surat al-Bagarah [2]:[256
“2 Lihat Al-Qur’an surat al-Maidah [5]:[69]

*® Lihat Al-Qur’an surat al-An'am [6]:[108]
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pejuang nilai-nilai universalisme Islam, pejuang kemanusiaan dalam konteks
pluralisme agama dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia.
G. Metode Penelitian

Sebagai salah satu sarana memudahkan penyusunan skripsi ini, maka
disusunlah metode penelitian sebagai panduan yang akan mengarahkan jalannya
penelitian ini. Cara ini juga dalam rangka usaha mencari data yang lebih
mendalam serta untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam skripsi ini,
yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu

menjadikan bahan pustaka dan literatur lainnya sebagai sumber data utama,

sehingga lebih disebut sebagai penelitian dokumenter (documentary

research). Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis-faktual, karena

yang diteliti adalah pemikiran seseorang tokoh.**

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-eksplanatoris. Penelitian ini
akan berusaha memaparkan bangunan pemikiran pluralism dalam madzhab
Sunni secara umum sebelum akhirnya akan dideskripsikan kerangka
pemikiran tokoh yang diteliti, yakni pemikiran pluralisme agama dan
demokrasi menurut Abdurrahman Wahid (kalangan tradisonalis — NU) dan

Ahmad Syafii Maarif (kalangan modernis — Muhahammadiyah). Kemudian

* Anton Bakker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), him. 136.



26

dilakukan analisis dengan interpretasi tentang substansi kedua tokoh ini
dengan membangun beberapa korelasi yang dianggap signifikan. Pada
akhirnya akan dijelaskan tentang bagaimana dan mengapa muncul
karakteristik pemikiran pluralisme Sunni secara umum sebelum membahas
secara detail dalam diskusi pemikiran kedua tokoh tersebut.*
3. Pengumpulan Data

Studi ini merupakan penelitian literartur (library research). Oleh
karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan
me-recover buku-buku dan tulisan-tulisan yang disusun oleh Abdurrahman
Wahid dan Ahmad Syafii Maarif. Dalam hal ini sebagai sumber primer, serta
sebagai sumber sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan orang lain
tentang kedua tokoh tersebut.
4. Analisis Data

Data-data akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan
instrumen analisis deduktif dan komparatif. Menggunakan metode induktif
yaitu menganalisis dan memaparkan data-data yang bersifat khusus,
kemudian menderivekasikannya dalam bentuk umum.*®

Deduksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan
beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.

Dalam konteks ini, akan dianalisis kerangka umum pemikiran pluralisme

% Operasionalisasi metode-metode ini diambil dari Moh. Nazir, Metodologi Penelitian,
cet. Il (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 63, 125; Lihat juga dalam Sanafiah Faisal, Format-
format Penelitian Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), him. 21.

*® Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 40.
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Sunni dan paradigma pemikiran pluralisme dan demokrasi menurut
Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif kemudian mendeduksikannya
dengan pendekatan normatif menjadi suatu kesimpulan yang legitimate di
mata figih.

Metode komparatif yaitu menganalisis data yang ada dengan cara
membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian dicari
letak persamaan dan perbedaannnya sehingga sampai pada suatu
kesimpulan.*’ Metode ini menjelaskan hubungan atau relasi dari dua
fenomena atau sistem pemikiran. Dalam komparasi, sifat-sifat hakiki dari
obyek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan
menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek
dipahami dengan semakin murni.*® Dengan demikian akan terlihat secara
lebih utuh dan proporsional karakter pemikiran pluralisme dalam
demokratisasi yang dibangun oleh Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii
Maarif.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis.
Pendekatan sosiohistoris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
latar belakang sosio cultural seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh

merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Metode sosio-historis

“"Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1990), him. 83.

8 Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1989), him. 50-51.
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dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu pendapat
dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang
mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan di mana dan oleh
siapa pendapat tersebut muncul.*

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat menjadi deskripsi secara umum dan mempermudah pembahasan
skripsi ini, secara runtutdapat dirumuskan dalam enam bab, yang secara garis
besar dijabarkan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan, sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan
acuan dalam penelitian ini, pada bab ini juga dikemukakan beberapa sub bahasan
antara lain; latar belakang masalah, hipotesis, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum diskurus pluralisme agama dan demokrasi di
Indonesia. Hal ini dilakukan karena penelitian ini sendiri mengenai pluralisme
agama di Indonesia berkembang berbagai wacana, baik yang pro maupun yang
kontra. Oleh karenanya dirasa perlu menjelaskan pengertian pluralisme agama dan
demokrasi Pancasila secara singkat, serta hal-hal yang berkaitan dengan
pembahasan pluralisme agama di Indonesia.

Kemudian pada bab selanjutnya, bab ketiga, menjelaskan tentang tokoh
Abdurrahman Wahid yang menjadi salah satu obyek kajian. Bab ini terbagi dalam

tiga sub bab di mana pembahasan ini meliputi latar belakang sosial dan

“Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi,
(Yogyakarta: Titian llahi Press, 1998), him. 105.
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intelektual, pandangan Abdurrahman Wahid mengenai hubungan agama dan
negara di Indonesia, pandangan tentang pluralisme agama dan demokratisasi di
Indonesia, dan dasar-dasar pemikirannya. Berpijak dari hal ini, dapat terbaca pola
pemikiran Abdurrahman Wahid tersebut tentang pandangan dan perjuangan
pluralisme agama dalam menegakkan demokrasi di Indonesia.

Kemudian pada bab selanjutnya, bab keempat, menjelaskan tentang tokoh
Ahmad Syafii Maarifyang menjadi salah satu obyek kajian pada sisi lain. Bab ini
terbagi dalam tiga sub bab di mana pembahasan ini meliputi latar belakang sosial
dan intelektual, pandangan Ahmad Syafii Maarif mengenai visi Islam dan
pluralisme agama terkait hubungan agama dan negara di Indonesia, pandangan
tentang pluralisme agama dan demokratisasi di Indonesia. Berpijak dari hal ini,
dapat terbaca pola pemikiran Ahmad Syafii Maarif tersebut tentang pandangan
dan perjuangan pluralisme agama dalam rangka demokratisasi di Indonesia.

Bab kelima, analisis perbandingan pemikiran Abdurrahman Wahid dan
Ahmad Syafii Maarif tentang paradigma pemikiran,pandangan dan perjuangan
terhadap pluralisme agama di Indonesia. Yang terdiri dari analisis latar belakang
pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif, agama versus negara,
dan pluralisme dan demokratisasi di Indonesia.

Bab keenam, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan sebagai
jawaban atas pokok masalah, disertai juga dengan saran-saran bila memang

diperlukan dan keterbatasan penelitian ini.



BAB IV

PENUTUP

Pluralisme Abdurrahman Wahid, adalah pluralisme yang mampu
memahami dan berdialog secara arif-bijaksana sesuai pesan Al-Qur'an dan Islam
dengan tetap tegar terhadap perbedaan dan kekerasan dihadapi dengan karifan dan
kebijaksanaan serta kelembutan akan pesan Islam yang rahmatan lil ‘alamin
tersebut. Dan melalui itu pula Abdurrahman Wahid mendapatkan kembali
keteguhan keyakinannya pribadi (Islam tetap sebagai agama universal).
Pluralisme yang sangat sadar atas relativitas sekaligus kekuatan keyakinannya.
Pluralisme Abdurrahman Wahid tidaklah bisa dengan gegabah dianggap dan
dicurigai sebagai bagian dari agenda kaum liberalisme Barat atau agenda Yahudi
atau agenda kaum Teosofis dan lain sebagainya.

Akan tetapi sebaliknya, menurut Abdurrahman Wahid sesungguhnya
merujuk kepada sejarah Islam itu sendiri. Pluralisme Abdurrahman Wabhid
sebenarnya dapat dilacak dari sejarah Islam itu sendiri, misalnya, semangat
pluralisme yang ada di balik Piagam Madinah. Di situ Rasulullah Saw mengakui
dan memberikan hak hidup pada agama dan kepercayaan lain diluar Islam. Inilah
salah satu sifat dan ciri universalitas ajaran Islam itu sendiri.

Demikian pula pada bagaimana Rasulullah menghormati dan menghargai
sikap yang dipilih oleh pamannya sendiri, Abdul Muthalib. Dan inilah yang
menjadi rujukan semangat pluralisme Abdurrahman Wahid, pluralisme dalam

semangat persaudaraan dalam kebangsaan atau kemanusiaan, yakni pluralisme

251
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yang universal. Menurutnya, pluralisme juga telah menjadi kenyataan sejarah
(sunatullah).

Pluralisme yang Abdurrahman Wahid lakukan adalah pluralisme yang tetap
dalam fundamental Al-Qur’an dan Islam. Oleh karenanya, Abdurrahman Wahid
tidak menyamakan semua agama sama. Yang sama adalah hak-hak pemeluk
agama tertentu agar mendapatkan hak-haknya sesuai fitrahnya sebagai makhluk
Tuhan yang harus dihormati dan dihargai. Bahkan tidak hanya dihormati saja,
tetapi juga diajak berdialog agar tumbuh kehidupan yang adil, sejahtera dan
sentosa tidak ada kecurigaan antar pemeluk agama yang satu dengan yang
lainnya.

Begitu juga dengan Ahmad Syafii Maarif sangat concern dengan toleransi
antar umat beragama. Bahkan kepada seorang ateis sekalipun ia akan tetap
membelanya. Membela hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang plural.
Pluralisme baginya adalah keterbukaan dialog terhadap berbagai latar belakang
budaya, agama dan etnis tanpa menyamakan keyakinan kita (akidahnya) dengan
keyakinan umat beragama yang lain.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, jika keislaman, keindonesiaan, dan
kemanusiaan telah senafas dalam jiwa, pikiran, dan tindakan umat Muslim
Indonesia, Islam Indonesia akan mampu memberi solusi terhadap masalah-
masalah besar bangsa. Sebuah Islam yang dinamis dan bersahabat, yang
memberikan keadilan, keamanan, dan perlindungan kepada semua pendudu k
Nusantara. Sebuah Islam yang sepenuhnya berpihak kepada rakyat miskin dan

menolak kemiskinan sehingga berhasil dihalau dari negeri ini.



253

A. Kesimpulan

Multikulturalisme dan pluralisme dengan politik pengakuan dan
toleransinya yang dihayati secara konsekuensi sebagai eksistensi manusia justru
menjamin tertib sosial dan melalui itu setiap orang akan bisa menjadi dirinya
sendiri dalam keragamannya yang unik, maka gagasan dan perjuangan besar
Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif, menjadi tantangan kita bersama.

Sejauh ini, kita masih berbicara tentang multikulturalisme dan pluralisme
hanya pada tingkat wacana saja. Kita belum benar-benar menghayati dan
melaksanakannya secara konsekuen sebagaimana yang telah dilakukan
Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif dalam menegakkan demokrasi
Pancasila. Hal itu, antara lain, karena kita terhambat oleh ketakutan kita sendiri.
Hambatan-hambatan tersebut antara lain karena dengan alasan:

Pertama, kurangnya kesadaran kita akan terhadap perbedaan orang lain
dalam keunikan identitas kultural dan jati diri kita seperti perbedaan suku bangsa,
ras, agama dan kepercayaan diluar mainstream agama-agama besar yang tumbuh
di Indonesia. Padahal, keyakinan dan kepercayaan tidak akan pernah dipaksaan,
tetapi atas kesadaran memasukinya. Kedua, kita juga masih memproyeksikan
orang lain harus seperti diri Kita. Harus seperti agama dan keyakinan kita. Ketiga,
Karena pendangkalan iman dan pemahaman agama kita sendiri yang masih belum
cukup, sehingga kita segan untuk mengakui keberagaman. Keempat, karena kita
masih takut jikalau dengan menghargai pluralisme itu, keyakinan dan kepercayaan
kita akan luntur. Bahkan akan hanyut kepada keyakinan dan kepercayaan orang

lain (agama lain).
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Melalui kajian singkat ini, penulis yakin bahwa setidak-tidaknya
Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif telah mengajarkan dan
mempraktikkan pluralisme agama secara murni dan konsekuen itu tidak repot.
Tanpa mengorbankan keyakinan kita karena pluralisme agama menurut konteks
keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan oleh
mereka berdua adalah berdialog dalam ranah mencapai keadilan sosial. Bukan
berdebat soal akidah. Inilah titik-temu antar agama-agama dalam hal
memperjuangkan kemanusiaan, berlomba-lomba dalam kebaikan duniawi. “Betul
Gus...? gitu aja kok repot...!""

1. Persamaan

Kedua-duanya merupakan pejuang pluralisme agama, pejuang hak
asasi manusia, pejuang kemanusiaan, pejuang Islam yang universal di
Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Bagi keduanya, Islam merupakan
agama yang sangat inklusif dan demokratis sehingga pluralisme merupakan
sebuah keharusan sejarah. Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda
dengan berbagai latar belakangnya, merupakan bukti bahwa Tuhan Maha

Besar Maha Agung Maha Indah. Antara pemeluk Islam dengan pemeluk lain,

bahkan ateis sekali pun, umat Islam harus tetap menghormati, menghargai dan

! Salah satu aforisma Abdurrahman Wahid ketika menghadapi berbagai persoalan yang
pelik dan menurut kalangan umum sulit dipecahkan, tetapi baginya Islam adalah agam yang
mempermudah tetapi juga tidak boleh dipermudah-mudahkan. Maksudnya Islam adalah agama
yang tengah-tengah. Oleh karenannya Islam adalah agama yang seharusnya menjadi penengah di
dunia ini. Sebenarnya, jika dikaji adagium tersebut merujuk pada surat an-Nisa [4]:[28]; surat al-
Maidah [5]:[6]; surat al-Isra [17]:[84]; surat al-Hajj [22]:[78]; surat Alam Nasrah [94]:[5-6]. Dan
juga kaidah Ushul Figih dalam literatur hukum Islam klasik (legal formal Islam), “al-masyaqqgatut
tajlibut taysir” - kesulitan membawa kepada kemuadahan hukum (pen-). Lihat penulusuran
Fatman Kawi dan Anif Sutadifa, Abdurrahman Wahid Bijak dan Jujur: Kumpulan 150 Kata
Mutiara KH. Abdurrahman Wahid, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010). Cet. 2, him. 2-4.
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berdialog yang arif dan bijaksana. Islam adalah agama yang seharusnya
mampu mengayomi, mampu melindungi, mampu menjadi penengah, mampu
berdialog dengan umat agama lain di dunia, sebagai konsekuensi pemahaman
Islam rahmatan lil ‘alamin.

2. Perbedaan

Perbedaan tersebut terletak pada periodesasi pemikiran keduanya.
Abdurrahman Wahid, disamping karena memang sejak kecil tumbuh dan
berkembang sesuai doktrin NU yang dari sejak awal telah menerima paham
kemajemukan. NU sejak awal menerima dan mengakui Pancasila sebagai
dasar final kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Abdurrahman Wahid berasal
dari kalangan ormas Islam yang dianggap tradisionalis, yaitu NU. Sedangkan
Ahmad Syafii Maarif berasal dari kalangan ormas yang dianggap (gerakan
Islam) modernis, yaitu Muhammadiyah. Sejak awal, Ahmad Syafii Maarif
termasuk salah satu fundamentalis Islam yang menganggap bahwa agama dan
negara harus diformalisasikan.

Akan tetapi pada pergulatan pemikirannya, sepuluh tahun terakhir
setelah ia belajar dengan Islam di Indonesia dan Islam Barat, maka ia beralih
menjadi pejuang pluralisme di Indonesia. la semakin menampilkan wajah
Islam yang terbuka dengan keberagaman budaya, etnis, suku bangsa, ras,
agama bahkan ateis pun. Pemikiran Ahmad Syafii Maarif lebih inklusif
daripada sebelum pergulatan pemikirannya yang ketiga setelah menginjak usia

60-an tahun.
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Abdurrahman Wahid (1940-2009) sangat memperhatikan dan terbuka dalam
berdialog dengan berbagai latar belakang budaya, etnis, suku bangsa, dan
agama yang berbeda-beda. Baik sebagai salah seorang tokoh Islam, politisi,
maupun sebagai seorang warga negara. Apalagi jika hak-hak sebagai warga
negara terampas dan termarginalkan karena muatan kepentingan, baik
kepentingan politis maupun kepentingan atas nama agama, kepentingan atas
nama Tuhan, ia akan membela mereka yang tertindas tersebut. Menurutnya,
ini merupakan konsekuensi Islam sebagai rahmat terhadap semesta alam
(rahmatan lil ‘alamin). Islam yang universal. Islam yang tidak otoritarian dan
sektarian-eksklusif.

Satu hal yang selalu menjadi penanda penting dari jejak yang
ditinggalkan Abdurrahman Wahid bagi bangsa ini adalah ide-idenya tentang
pluralisme, demokrasi, dan agama sebagai sebuah praksis kebudayaan. Tak
hanya sebagai sebuah wacana yang terbaca dalam sejumlah tulisan dan
pernyataan-pernyataannya, tetapi juga direpresentasikan dalam apa yang
dilakukan dan ditempuhnya. Pada titik inilah bisa dipahami pembelaan
Abdurrahman Wahid pada minoritas.

Berbeda dengan  Abdurrahman Wahid, sebelum mendapat
pencerahannya, Ahmad Syafii Maarif merupakan salah satu pejuang Islam
sebagai agama yang sempurna tanpa mengakui keberagaman pluralisme.
Sebelum pencerahan, menurutnya agama haruslah menjadi dasar negara tanpa

mempedulikan keniscayaan pluralisme. Tanpa mau menerima ilmu
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pengetahuan dan wacana-wacana dari luar Islam. Misalnya, sekularisme,
liberalisme, dan pluralisme.

Akan tetapi seperti yang telah diakuinya sendiri, sejak sepuluh tahun
terakhir Ahmad Syafii Maarif telah lebih terbuka, lebih toleran, lebih inklusif
(terbuka untuk dialog) dengan berbagai elemen yang berbeda-beda latar
belakangnya. Baik berbeda etnisnya, rasnya, suku bangsanya, agamanya.
Bahkan menurut Ahmad Syafii Maarif, seorang ateis pun tetap berhak untuk
dihormati oleh seorang yang mengaku menjalankan ajaran Islam secara
menyeluruh.

Sisi lain lagi mengenai pergolakan pemikiran keislaman dan
kemanusiaan Ahmad Syafii Maarif dengan Abdurrahman Wahid adalah
Ahmad Syafii Marif tidak pernah terjun di arena politik praktis. Sehingga ada
kritikan terhadapnya bahwa pandangan dan pemikirannya dianggap hanya
sebatas basa-basi intelektual saja. Akan tetapi dengan cerdas ia menanggapi
dengan simpel.

“Justru saya sebagai salah satu anak bangsa yang peduli akan
ketulusan terhadap penyeimbang jalannya pemerintahan, saya
tidak akan pernah mau terjun pada politik praktis. Katakanlah
menjadi Ketua Umum Parpol gitu... memang saya dulu sempat
diminta untuk menjadi ketum PAN. Akan tetapi dengan keterus-
terangan saya tolak itu tawaran.

Alasan saya sederhana. Ketika saya mau dengan ajakan terjun di

kancah politik praktis, maka saya khawatir tidak bebas lagi

mengkritik bangsa ini. Justru dengan bebas seperti ini saja, saya

akan dengan tulus-ikhlas memberikan koreksi terhadap bangsa

Indonesia. Alasan lainnya juga mungkin karena saya waktu
ditawari ketum PAN usia saya sudah senja...heemm”2

2 Wawancara penulis dengan Ahmad Syafii Maarif 11 Februari 2011.
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Selain perbedaan dalam perjuangannya tidak terjun di kancah politik
praktis itu, ia juga sedikit berbeda dengan Abdurrahman Wahid dalam hal sisi
humanisme-kemanusiaannya. la mengatakan bahwa selamanya tidak akan
menerima dan mengampuni kebiadaban Zionis. Ini berbeda dengan sikap dan
aksi Abdurrahman Wahid yang lunak kepada Zionis-Israel.

Dalam pernyataannya:

“Perbedaan saya dengannya (Abdurrahman Wahid — red), saya
tidak pernah mengampuni kebiadaban Zionis-Israel karena
mereka sudah tidak mengindahkan lagi sisi kemanusiaannya
kepada dunia. Mereka keras kepala tidak mau berdialog dengan
keterbukaan layaknya sebagai sama-sama manusia lainnya.
Bagaimanapun usaha Zionis-Israel untuk memperbaiki dunia,
menurut saya itu tidak akan pernah berhasil. Karena mereka
tidak mengindahkan sisi kemanusiaan.

Sikap saya dari dulu tidak berubah terhadap kekejaman Zionis-
Israel. Seandainya saya diajak ketemu mereka pun, saya tidak
akan pernah mau. Momentum itu (sikap saya anti-Zionis) ini
semakin kuat setelah perkenalan saya dengan salah satu
keturunan asli Zionis-Israel mantan intel Mosad Zionis-Israel.
Namanya Gillard Ortzmen. Saya sampai saat ini belum pernah
bertemu atau tatap muka. Akan tetapi saya akrab sekali
dengannya melalui dunia maya. Saya juga mendapatkan banyak
tulisan-tulisannya.

Saya sering ditanya olehnya tentang bagaimana seharusnya saya
(Gillard Ortzmen - red). Saya selalu katakan padanya, jaga
dirimu baik-baik dari kejaran Mosad Zionis-Israel. Bahkan saya
selalu memotivasinya agar selalu bertahan hidup menghindari
kejaran Mosad tersebut dan selalu berdoa agar selamat. Prediksi
saya, Zionis-lIsrael tidak akan pernah kuat karena bangunan
sosial mereka sangat keropos. Kemanusiaan mereka sangat
rapuh”.3

Inilah beberapa hal pemikiran kemanusiaan yang membedakannya
dengan Abdurrahman Wahid. Terlepas dari beberapa perbedaan lainnya.

Tetapi pastinya kedua perbedaan (selain paradigma pemikirannya dari pejuang

% Ibid., 11 Februari 2011.
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fundamentalisme beralih menjadi pejuang pluralisme) kedua perbedaan
fundamental inilah yang belum mengemuka dalam beberapa tulisan yang
penulis kaji. Dan memang tulisan-tulisan Ahmad Syafii Maarif sejauh ini
belum begitu banyak membahas tentang Zionis-Israel. Menurutnya, dalam
waktu doa ia akan segera me-launching buku tentang Zionis-lIsrael. Ketika
kajian ini disusun, ia sedang dalam proses pengerjaan naskah tema tersebut.

B. Keterbatasan Kajian dan Saran bagi Kajian Selanjutnya

Kesimpulan-kesimpulan dan implikasi teoretis-praktis yang dihasilkan oleh
kajian ini masih sangat terbuka untuk dikritisi dan direvisi, karena penulis
menyadari betul bahwa studi ini masih mengandung banyak keterbatasan, baik
teoretis, metodologis maupun (bisa jadi) analisis tema dimaksud terhadap tokoh
yang dijadikan obyek kajian ini. Setidaknya, dalam kajian ini, masih ada beberapa
kelemahan, yaitu:

Pertama, tipologi pemikiran, komunitas epistemik atau blok historis yang
dihasilkan oleh kajian ini sangat bisa mengandung banyak kelemahan karena
adanya simplifikasi (penyederhanaan) dari wacana, pemikiran, dan aksi dari
Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif.

Kedua, disadari bahwa orientasi dari penelitian ini cenderung elitis, karena
memfokuskan pada pemikiran elite dua ulama atau pemikir saja, yakni
Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif. Beberapa sumber primer juga
belum berhasil penulis dapatkan. Padahal, untuk mencapai derajat obyektif dan
mempunyai daya uji ilmiah yang validitasnya tinggi sangat diperlukan

kelengkapan referensi primer dari tokoh-tokoh yang dikaji.
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Ketiga, sumber-sumber untuk penulisan penelitian ini juga disadari masih
sangat jauh dari komprehensif dan belum mencakup seluruh fase dari episode
sejarah antropologis-intelektual secara, karena harus diakui ada fase-fase dalam
sejarah intelektual Abdurrahman Wahid dalam ormas NU dan Ahmad Syafii
Maarif dalam ormas Muhammadiyah yang masih banyak belum penulis ungkap
dalam kajian ini.

C. Kiritik dan Saran

Warga negara Indonesia pasti mengharapkan perkembangan kehidupan
demokrasi yang semakin baik. Oleh sebab itu, seharusnya semua elemen elite
politik dan masyarakat mampu menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap positif itu perlu dibuktikan
dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur rule of law atau
syarat-syarat demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan. Demokrasi dengan
segala cirinya itu perlu diwujudkan menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang
apapun. Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat biasa,
harus membiasakan hidup demokratis.

Bagi elite politik, amanah rakyat yang dimiliki di DPR/ MPR/ DPRD harus
dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Elite politik harus
menunjukkan kemauan politik untuk menyesuaikan setiap langkah dan
kebijakannya dengan demokrasi. Selain itu, sikap dan tingkah lakunya harus
mencerminkan sosok pribadi seorang demokrat. Bagi rakyat, mereka harus
menyadari berbagai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan

melaksanakannya dengan baik. Rakyat harus mampu memilih pemimpin secara
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cerdas, berani menyatakan pendapat, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun demikian, elite politik dan rakyat juga harus mematuhi hukum,
menghormati pemerintahan yang sah, menjaga ketertiban umum dan lain-lain.
Upaya mencapai demokratisasi di Indonesia, hendaknya menyadari betapa
pentingnya pengakuan dan melestarikan pluralisme agama dengan wujud saling
menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Karena itulah esensi demokrasi
Pancasila di Indonesia sesuai dengan falsafah yang terkandung di dalam Pancasila
itu sendiri, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hak hidup, hak untuk saling
berdialog dengan sehat, hak untuk menyampaikan pemikiran dan pendapatnya,
hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di depan Undang-undang
merupakan aspek-aspek demokrasi yang termuat juga dalam prinsip pluralisme
agama menurut konteks keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.
1. Bagi Pemerintah
Seiring dengan menguatnya demokratisasi di Indonesia ini, walaupun
semakin hari fenomena kekerasan terhadap minoritas (Jamaah Ahmadiyah,
non-Muslim  dsb), maka kepada pemerintah diharapkan mampu
menumbuhkan dan memberdayakan kesadaran akan pentingnya demoratisasi
yang sehat di Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga.
Setidak-tidaknya ada tiga upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah saat
ini dan kedepan, yaitu:
a. Menggalakkan Dialog Keterbukaan
Prinsip dialog setidaknya tujuan adalah sama seperti musyawarah.

Inilah salah satu pilar yang harus ada dalam sistem demokrasi. Selama ini
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dialog antar umat beragama dilakukan hanya/ baru sebatas kalangan elite atas,
tokoh agama saja. Belum merambah kalangan rakyat bawah. Padahal rakyat
bawahlah sebagai massa yang mereka usung dalam dialog antar umat
beragama tersebut. Suara akar rumput hendaknya dilibatkan dalam dialog.
Lebih-lebih dalam wilayah konflik. Sementara ini, dialog sebagian besar
(paling sering) baru dilakukan antar umat Islam dengan Kristen-Katolik saja.
Umat selain agama samawi tersebut, seperti umat Hindu, Budha, dan
Konghucu walaupun beberapa kalangan sudah melakukannya, akan tetapi
porsinya masih jauh dari kurang.
b. Partisipasi Aktif

Upaya ini merupakan kelanjutan dari dialog keterbukaan yang sama-
sama mencari titik persamaan tujuan dalam rangka membangun dan merawat
persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya disini pemerintah hendaknya
berpartisipasi aktif dalam menggalakkan kerjasama sosial dalam rangka
menanggulangi kesalahpahaman masyarakat dalam praktiknya. Pemerintah
juga hendaknya menyadari betul instansi-instansi yang seharusnya tanggap-
darurat terhadap persoalan masyarakat yang sedang dihadapinya. Pemerintah
sangat dituntut terjun langsung ke wilayah-wilayah konflik untuk secara adil
dan bijaksana memberikan penjelasan terhadap suatu persoalan pelik yang
masyarakat hadapi dengan kacamata koridor NKRI, Pancasila, dan UUD

1945.
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c. Membangun Kepekaan Sosial dalam Keragaman (Pluralisme Agama)

Pemerintah hendaknya membuat kebijakan pendidikan yang
mengarahkan peserta didiknya memahami tentang Sejarah Indonesia dengan
ideologi Pancasila dan penggunaan UUD 1945 dengan tujuan mempersatukan
NKRI dengan latar belakang budaya, etnis, suku dan agama yang berbeda-
beda menjadi satu bangunan kuat yaitu NKRI. Upaya dalam point ini bisa
dengan diadakannya diskusi publik melalui media massa dan elektronik,
media dakwah kampus, pengajian-pengajian, pertemuan berkala pejabat
pemerintah untuk selalu menjelaskan dan menghimbau masyarakat selalu
menjaga kerukunan terhadap umat beragama lain. Pemahaman pentingnya
pluralisme agama sangat dibutuhkan untuk mencapai demokratisasi di
Indonesia. Karena pluralisme agama merupakan salah satu pilar bangunan
demokrasi. Upaya teknisnya bisa dengan:

Pertama, sebagai masyarakat dan warga negara yang menjadi wakil
rakyat, hendaknya jika memang sudah memilih sistem politik demokrasi di
Indonesia, hendaknya kaji ulanglah esensi demokrasi terkait dengan
kehidupan antar umat beragama yang tidak hanya mengamalkan tri
kerukunan umat beragama saja. Tetapi toleransi plus, yakni pluralisme
kehidupan beragama di Indonesia dengan sesering mungkin adakan kajian
tentang kerukunan umat beragama;

Kedua, upayakan pemahaman demokrasi yang komprehensif kepada
seluruh warga negara Indonesia yang plural ini dengan kebijakan-kebijakan

yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Misalnya, dengan memprogram
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pendidikan demokrasi dengan membuat dan memberlakukan aturan yang
mewajibkan seluruh komponen pendidikan demokrasi di setiap sekolah atau
universitas serta lembaga pendidikan Islam lainnya (pondok pesantren,
majelis taklim, TPQ dsb).

Ketiga, buatlah kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah
dengan memberlakukan pendidikan demokrasi dan pluralisme sejak dini baik
sejak SD, SLTP, SLTA, maupun Perguruan Tinggi;

Keempat, buatlah kebijakan-kebijakan yang mengarah pada
penghargaan terhadap keberagaman latar belakang yang berbeda. Baik suku
bangsa, agama, ras maupun etnis budaya yang beragam agar warga didik

sejak dini saling menghormati sebagai konsekuensi pendidikan demokratis.
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